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ABSTRAK 

 

 

Dalam hukum kedokteran dikenal juga istilah kelalaian medik. Seseorang 

dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan 

orang lain sebagaimana lazimnya didalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selama 

akibat dari kelalain itu tidak sampai membawa kerugian atau cidera kepada orang lain, 

atau karena menyangkut hal-hal yang sepele, maka tidak ada akibat hukum apa-apa. 

Beberapa kalangan praktisi hukum berpendapat bahwa masalah hukum kedokteran 

bukanlah delik aduan tetapi beberapa ahli hukum lain berpendapat bahwa ada 

perbedaaan yang sangat mendasar antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medik, 

karena pada tindak pidana biasa yang menjadi titik perhatian utamanya adalah akibat 

dari tindakan tersebut, sedangkan dalam pidana medik yang menjadi titik utamanya 

adalah justru kausa atau sebab dan bukan akibat. Rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah; (1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia? 

(2) Bagaimanakah prospek pengaturan kasus kelalaian medik melalui litigasi dan non 

litigasi dalam hubungan dengan kepastian hukum?. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode yuridid normative. Tipe penelitiannya adalah 

deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Indonesia tidak memiliki pengaturan 

yang khusus tentang sengketa medik jika dokter diduga melakukan kelalaian medik. 

Peraturan yang ada tidak mengenal definisi malapraktik medik, kelalaian medik, dan 

risiko medik. Meskipun demikian terdapat beberapa peraturan yang mengatur 

penyelesaian kasus kelalaian medik. Berdasarkan pengaturan tersebut penyelesaian 

kasus kelalaian medik di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Hukum pidana 

modern dan Negara Anglo Saxon serta Eropa Continental telah melakukan restorative 

justice dengan memperhatikan asas manfaat lebih penting dari kepastian hukum. 

Mereka lebih mengedepankan pendekatan humanistis dan keadilan daripada hasrat 

pidana sehingga mediasi menjadi solusi dalam kasus kelalaian medik. Penelitian ini 

menyarankan sebagai berikut; (1) Disarankan kepada pembuat undang-undang, Presiden 

melalui Menteri Kesehatan dan DPR, merevisi Undang-Undang Praktik Kedokteran 

atau Kesehatan khususnya mengenai pengertian kelalaian medik dan risiko medik 

sehingga aparat hukum tidak cenderung menggunakan pasal-pasal kelalaian konvesional 

dalam KUHP, (2) Kepada penegak hukum dan organisasi profesi agar melakukan 

koordinasi dan sosialisasi dalam penyelesaian sengketa medik. Dengan adanya MOU 

antara Kapolri dan IDI dapat menjadi dasar awal untuk penyelesaian kasu kelalain 

medik, dan (3) Organisasi profesi/Ikatan Dokter Indonesia dapat memainkan perannya 

dalam membantu penyelesaian sengketa medik. 

 

Kata Kunci: Dokter, Kelalaian Medik,Litigasi, Non Litigasi 
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SETTLEMENT OF MEDICAL NEGLIGENCE CASE THROUGH 

LITIGATION AND NON LITIGATION IN INDONESIA 

 

By: DERI MULYADI 
(Team of Advisors: Prof. Dr.  Elwi Danil, SH.,M.H, Prof. Dr. Wila Chandrawila, S.H 

andDr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum) 

 

ABSTRACT 

 

Medical negligence is defined in medical law as when a medical practitioner acts 

indifferently, or does not care, or pay attention to the interests of apatient as is usually 

the way of life in society. As long as the result of negligence does not harm or injure 

others, or because it involves trivial matters, there are no legal consequences. Some 

legal practitioners argue that the medical legal issue is not an offense complaint while 

others argue that there is a very fundamental difference between ordinary crimes and 

medical crimes, because in the former the main focus is the result of such acts, whereas 

in the later the focus is on the cause or causes and not the effect. The problems in this 

study are formulated as follows: (1) What is the arrangement for solving medical 

negligence cases in Indonesia? (2) What is the prospect of settling medical negligence 

cases through litigation and non-litigation in relation to legal certainty? The method 

used in this study is the normative juridical method and the type of research is 

descriptive. Data sources are secondary data. The results of the study show that 

Indonesia does not have a specific regulation regarding medical disputes should doctors 

be accused of medical negligence. The existing regulations do not recognize the 

definition of medical malpractice, medical negligence, and medical risk. Nevertheless 

there are several legal instruments that dealwith the resolution of medical negligence 

cases. 

These arrangements provide for the litigation and non litigation of medical 

negligence cases in Indonesia. Modern criminal law in both Anglo Saxon and European 

Continental countries has establishedrestorative justice by paying more importance to 

the principle of benefits rather than legal certainty. They prefera more humane 

approachof justice over criminal desires so that mediation is the solution in cases of 

medicinal negligence. This study recommends that: (1) the Parliament, the President 

through the Minister of Health revise the law on medical or health practices regarding 

the understanding of medical negligence and medical risk to avoid the use of 

conventional negligence articles in the Penal Code, (2) law enforcers and professional 

organizations should coordinate and socialize the resolution of medical disputes. The 

existence of a Memorandum of Understanding between the Chief of Police and IDI can 

be the initial basis for resolving medicinal negligence cases, and (3) Professional 

organizations / Indonesian Doctors Association can play an assisting role in the 

resolution of medical disputes. 
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